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PEMETAAN KONDISI KERAWANAN PANGAN DI TINGKAT WILAYAH
DI KABUPATEN BOJONEGORO

(Food Insecurity Conditions Mapping in Bojonegoro Regency)
Suprapti Supardi, Erlyna Wida Riptanti, Aulia Qonita
ABSTRACT

This study aimed to map the condition of food insecurity in Bojonegoro region of
Bojonegoro. The research design was exploratory research, which was conducted in
Bojonegoro. The data used were secondary data issued by the Food Security Agency in
Bojonegoro District . The retrieving method of research location was purposively where
Bojonegoro suffered flooding almost every year. The result showed that based on the
results of the analysis of FNS (Food and Nutrition Awareness System) in the classifi-
cation of food security mapping in Bojonegoro showed that out of 28 districts just as
much as 9 districts which were yellow, while 19 districts were shown in green. A total of
nine districts that had a yellowfood security map showed that the area was not good
conditions for food security which included sub Ngraho, Sekar, Gondang, Ngasem,
Kepohbaru, Baureno, Sumberejo, Balen and Malo. From 19 districts that constituted
the general overview of Bojonegoro indicated that food security conditions of the area

was good.

Keywords: mapping, food insecurity, region, food security

PENDAHULUAN

Bagi sekitar 60 persen penduduk Indone-
sia yang bermukim di pedesaan, kebutuhan
pangannya berbasis sumber daya lokal, tak ter-
kecuali rumah tangga petani di daerah aliran
sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojone-
goro. Jumlah penduduk di Bojonegoro sekitar
1,3 juta orang dimana mayoritas merupakan
petani padi. Rumah tangga petani di daerah
tersebut pada umumnya pemenuhan kebutuhan
pangan berasal dari produksi tanaman pangan
sendiri  dan  membeli bahan  pangan
(www.bojonegoro.go.id).

Kabupaten Bojonegoro memiliki sum-
berdaya manusia dan sumberdaya alam seba-
gai faktor yang digunakan dalam pembangun-
an di sektor pertanian. Sumberdaya ini menda-
pat ancaman dari faktor eksternal berupa
bencana dalam bentuk banjir. Kondisi ini
hampir terjadi setiap tahunnya (Agustono,
2011). Terdapat 15 kecamatan di Kabupaten
Bojonegoro yang mengalami bencana banjir
ini yang terjadi hampir setiap tahunnya,
dimana kecamatan tersebut adalah Kecamatan
Margomulyo, Ngraho, Padangan, Kasiman,

Malo, Purwosari, Kalitidu, Dander, Bojonego-
ro, Trucuk, Kapas, Balen, Sumberejo, Kanor
dan Boureno. Selain menggenangi rumah pen-
duduk, banjir juga menggenangi lahan pertani-
an sampai berhari-hari. Padahal menurut
Harper etall (1986) menyatakan bahwa
ketersediaan pangan terutama tergantung pada
(@) cukup luas lahan untuk menanam tanaman
pangan, (b) penduduk untuk menyediakan
tenaga, (c¢) uang untuk menyediakan modal
pertanian yang diperlukan, (d) tenaga terampil
untuk membantu meningkatkan baik produksi
pangan maupun distribusi yang merata.
Dengan bencana banjir yang terjadi setiap
tahunnya maka menyebabkan ketahanan
pangan di tingkat wilayah akan terganggu.
Kerawanan pangan dapat dikategorikan
menjadi dua kelompok vyaitu kerawanan
pangan yang bersifat kronis dan sementara
(World Bank, 1986 dalam Suryanan, 2003).
Kerawanan pangan terjadi di suatu wilayah
secara berulang-ulang dengan kondisi sumber-
daya alam dan manusianya yang tidak mendu-
kung. Sedangkan ketidakmampuan untuk me-
menuhi kebutuhan pangan secara sementara
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dikenal sebagai kerawanan pangan sementara
(transient food insecurity). Bencana alam yang
terjadi tiba-tiba, bencana yang terjadi secara
bertahap, perubahan harga atau goncangan ter-
hadap pasar, epidemic penyakit, konflik sosial
dapat menyebabkan terjadinya kerawanan
pangan sementara. Kerawanan pangan semen-
tara dapat berpengaruh terhadap sebagian atau
semua dimensi ketahanan pangan seperti
ketersediaan pangan, akses terhadap pangan
dan penyerapan pangan. Kerawanan pangan
sementara dapat juga dibagi menjadi dua sub-
kategori: menurut siklus, di mana terdapat sua-
tu pola yang berulang terhadap kondisi rawan
pangan, misalnya, "musim paceklik" yang ter-
jadi dalam periode sebelum panen, dan semen-
tara, yang merupakan hasil dari suatu gang-
guan mendadak dari luar pada jangka pendek
seperti kekeringan atau banjir. Kerawanan
pangan sementara inilah yang terjadi pada
rumah tangga petani yang tinggal di daerah
aliran sungai Bengawan Solo di Bojonegoro.

Terdapat ketimpangan pangan antar
daerah dan golongan masyarakat, sehingga
ketersediaan pangan yang cukup di tingkat
makro (negara, wilayah, pasar) tidak menja-
min ketersediaan yang cukup di tingkat mikro
(individu/rumah tangga) karena adanya rin-
tangan kemampuan akses pangan yang terse-
dia cukup di pasar. Ketimpangan pangan yang
semakin besar menjadi indikasi meningkatnya
resiko kekurangan konsumsi pangan dan ter-
jadinya rawan pangan. Rintangan kemampuan
individu dan atau rumah tangga untuk akses
pangan cukup jumlah, mutu dan ragamnya
terutama adalah daya beli terkait dengan harga
pangan dan pendapatan serta daya jangkau
terkait dengan kesulitan lokasi/daerah rawan
(Soetrisno, 1995; 1998; FAO, 1996; Arifin,
2004).

Banjir yang hampir terjadi setiap tahun-
nya menyebabkan kehilangan hasil produksi
pertanian, stok bahan pangan, pendapatan dan
harta benda yang dimiliki oleh rumah tangga
petani di daerah rawan banjir. Tanaman padi
dan jagung yang merupakan komoditas utama
di daerah ini rentan terhadap banjir dan
genangan air, namun para petani tetap membu-
didayakannya walaupun mereka mengetahui
risiko yang akan terjadi. Bila daerah tersebut

gagal memproduksi hasil pertanian maka
ketersediaan pangan di daerah tersebut akan
terganggu sehingga daerah tersebut terjadi
kerawanan pangan. Oleh karena itu, tujuan
penulisan artikel ini adalah mengkaji kondisi
kerawanan pangan di tingkat wilayah/daerah
rawan banjir Kabupaten Bojonegoro.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain penelitian adalah riset eksplo-
ratori yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan
untuk mendapatkan gambaran atau identifikasi
mengenai ketahanan pangan rumah tangga
petani di daerah rawan banjir di Kabupaten
Bojonegoro. Dalam eksploratori diperoleh data
kualitatif yang sifathya mendalam dan kon-
tekstual serta data kuantitatif. Metode yang
digunakan adalah survei yaitu penelaahan
informasi dari berbagai dimensi pada objek
penelitian. Metode pendekatannya mengguna-
kan cross sectional study yaitu suatu penelitian
yang dilakukan hanya pada satu waktu tertentu
tanpa melakukan suatu perlakuan pada objek
sehingga menghasilkan potret situasi pada saat
tertentu.

Artikel ilmiah ini merupakan bagian dari
laporan hasil penelitian hibah bersaing yang
berjudul “Model Pengembangan Ketahanan
Pangan Rumah Tangga Petani pada Daerah
Rawan Banjir di Kabupaten Bojonegoro”
tahun 2012 dengan tim peneliti Suprapti S,
et.all. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja
(purposive) yaitu disesuaikan dengan pemba-
gian daerah terkena banjir menurut Bakorlak
Kabupaten Bojonegoro. Pembagian daerah
banjir dibagi menjadi 3 wilayah yaitu wilayah
barat diwakili Kecamatan Malo, wilayah
tengah diwakili Kecamatan Trucuk dan
wilayah timur diwakili Kecamatan Balen.
Kecamatan-kecamatan tersebut diambil berda-
sarkan luas genangan yang menggenangi
rumah penduduk dan areal pertanian (sawah
dan ladang).

Jenis data yang digunakan adalah data
sekunder. Data sekunder diperoleh dari BPS,
Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Kabupaten
Bojonegoro, Bakorlak Kabupaten Bojonegoro
dan instansi lain yang terkait. Untuk meng-
identifikasi kerawanan pangan di tingkat
wilayah dilakukan dengan analisis Sistem

Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta



86 Jurnal lImu-ilmu Pertanian, Volume 16, Nomor 2, Desember 2012

Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).
SKPG tersebut dilihat dari sektor pertanian,
sektor kesehatan dan sektor ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemetaan Kondisi Kerawanan Pangan di
Tingkat Kabupaten

Rachman dan Ariani (2002) mengung-
kapkan bahwa konsep dan pengertian atau
definisi ketahanan pangan tersebut intinya
terjaminnya ketersediaan pangan bagi umat
manusia secara cukup serta terjaminnya pula
setiap individu untuk memperoleh pangan dari
waktu ke waktu sesuai kebutuhan untuk dapat
hidup sehat dan beraktivitas. Terkait dengan
konsep terjamin dan terpenuhinya kebutuhan
individu tersebut perlu pula diperhatikan aspek
jumlah, mutu, keamanan pangan, budaya
lokal, serta kelestarian lingkungan dalam
proses memproduksi dan mengakses pangan.
Dalam perumusan kebijakan maupun kajian
empiris ketahanan pangan, penerapan konsep
ketahanan pangan tersebut perlu dikaitkan
dengan sistem hirarki sesuai dimensi sasaran
dimulai dari tingkat individu, rumah tangga,
masyarakat/komunitas, regional, nasional
maupun global. Ketahanan pangan pada ting-
kat rumah tangga maupun wilayah/daerah,
ditentukan oleh berjalannya sistem ketahanan
pangan pada rumah tangga, daerah/wilayah
yang bersangkutan. Apabila sistem ketahanan
pangan yang meliputi sub sistem ketersediaan,
sub sistem distribusi dan sub sistem konsumsi
secara sinkron berjalan bersama dan lancar
maka ketersediaan pangan yang ada pada
rumah tangga ataupun wilayah dan daerah
tetap tercukupi.

Potensi wilayah menjadi salah satu
faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan
masyarakat. Ketahanan pangan merupakan
suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan sese-
orang terhadap pangannya. Ketersediaan
pangan di suatu wilayah dapat menjadi salah
satu indikator dalam mengetahui ketahanan
pangan wilayah tersebut. SKPG adalah sistem
informasi yang dapat digunakan sebagai alat
bagi pemerintah daerah untuk mengetahui

situasi pangan dan gizi masyarakat dan praki-
raan kejadian kerawanan pangan.

SKPG dilihat dari indikator sektor perta-
nian dihitung dengan indikator produksi Setara
Beras (PSB). Indikator ini diperhitungkan dari
dukungan penerimaan sub sektor pangan (padi
dan non padi) yang disetarakan dengan Pro-
duksi Setara Beras (PSB) dalam memenuhi
keperluan pangan pokok. Kemudian dihitung
jumlah ketersediaan pangan pokok PSB (beras
dan non beras) yang merupakan penjumlahan
semua ketersediaan pangan baik dari beras dan
non beras yang ada di wilayah (desa/kecamat-
an) yang diamati. Berdasarkan hal tersebut
diketahui bahwa jumlah PSB atau Produksi
Setara Beras adalah 477.007,13 dan memiliki
skor 1. Artinya adalah rasio ketersediaan
produksi dibandingkan kebutuhan beras adalah
mengalami surplus yaitu > 1,14.

Indikator sektor kesehatan dihitung
dengan prevelensi KEP (Kurang Energi
Protein). KEP adalah keadaan kurang gizi
yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi
energi dan protein dalam makanan sehari-hari
sehingga tidak memenuhi Angka Kecukupan
Gizi (AKG). Berdasarkan hal tersebut diketa-
hui bahwa jumlah KEP adalah sebesar
9.805,00 atau 11,66 % dan memiliki skor 1.
Artinya adalah prevelensi KEP < 20 %.

Indikator sektor ekonomi menunjukkan
bahwa jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten
Bojonegoro adalah 345.038 dan jumlah Kepala
Keluarga yang miskin adalah 128.981 atau
37,36% dan memiliki skor 3. Artinya bahwa
jumlah prosentase keluarga miskin berkisar
antara 30 % - 39,99%. Skoring dari ketiga
indikator (pertanian, kesehatan dan sosial
ekonomi) tersebut dijumlah menunjukkan total
skor gabungan adalah 5. Artinya adalah hasil
analisis SKPG di Kabupaten Bojonegoro
menunjukkan kondisi aman dari kerawanan
pangan dan gizi, sehingga memiliki warna
hijau dalam peta ketahanan pangan.

Secara umum  kondisi  Kabupaten
Bojonegoro dapat dilihat berdasarkan hasil
analisis SKPG. Hasil analisis SKPG dapat
dilihat pada Tabel 1.
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Pemetaan Kondisi Kerawanan Pangan di
Tingkat Kecamatan Terpilih

Berdasarkan klasifikasi pemetaan
ketahanan pangan di Kabupaten Bojonegoro
menunjukkan bahwa dari 28 kecamatan hanya
sebanyak 9 kecamatan yang berwarna kuning,
sedangkan 19 kecamatan lainnya berwarna
hijau. Sebanyak 9 kecamatan yang memiliki
peta ketahanan pangan berwarna Kkuning
menunjukkan bahwa daerah tersebut kurang
baik kondisi ketahanan pangannya. Dari 19
kecamatan yang merupakan gambaran secara
umum dari Kabupaten Bojonegoro menunjuk-
kan bahwa kondisi ketahanan pangan daerah
tersebut adalah baik.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan
Trucuk, Balen, dan Malo. Berdasarkan Tabel 1
diketahui bahwa Kecamatan Trucuk untuk
indikator sektor pertanian dihitung dengan
indikator produksi Setara Beras (PSB).
Indikator ini diperhitungkan dari dukungan
penerimaan sub sektor pangan (padi dan non
padi) yang disetarakan dengan Produksi Setara
Beras (PSB) dalam memenuhi keperluan
pangan pokok. Kemudian dihitung jumlah
ketersediaan pangan pokok PSB (beras dan
non beras) yang merupakan penjumlahan
semua ketersediaan pangan baik dari beras dan
non beras yang ada di wilayah (desa/kecamat-
an) yang diamati. Berdasarkan hal tersebut
diketahui bahwa jumlah PSB atau Produksi
Setara Beras adalah 8.153,69 dan memiliki
skor 1. Artinya adalah rasio ketersediaan
produksi dibandingkan kebutuhan beras adalah
mengalami surplus yaitu > 1,14. Indikator
sektor kesehatan dihitung dengan prevelensi
KEP (Kurang Energi Protein). KEP adalah
keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh
rendahnya konsumsi energi dan protein dalam
makanan sehari-hari sehingga tidak memenuhi
Angka Kecukupan Gizi (AKG). Berdasarkan
hal tersebut diketahui bahwa jumlah KEP
adalah sebesar 303 atau 11,40 % dan memiliki
skor 1. Artinya adalah prevelensi KEP < 20 %.
Indikator sektor ekonomi menunjukkan bahwa
jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten
Bojonegoro adalah 10.113 dan jumlah Kepala
Keluarga yang miskin adalah 3.618 atau
35,78% dan memiliki skor 3. Artinya bahwa
jumlah prosentase keluarga miskin berkisar

antara 30 % - 39,99%. Skoring dari ketiga
indikator (pertanian, kesehatan dan sosial
ekonomi) tersebut dijumlah menunjukkan total
skor gabungan adalah 5. Artinya adalah hasil
analisis SKPG di Kecamatan Trucuk
menunjukkan kondisi aman dari kerawanan
pangan dan gizi, sehingga memiliki warna
hijau dalam peta ketahanan pangan.
Kecamatan Balen untuk indikator sektor
pertanian dihitung dengan indikator Produksi
Setara Beras (PSB). Berdasarkan hal tersebut
diketahui bahwa jumlah PSB atau Produksi
Setara Beras adalah 14.322,16 dan memiliki
skor 1. Artinya adalah rasio ketersediaan
produksi dibandingkan kebutuhan beras adalah
mengalami surplus yaitu > 1,14. Indikator
sektor kesehatan dihitung dengan prevelensi
KEP (Kurang Energi Protein). KEP adalah
keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh
rendahnya konsumsi energi dan protein dalam
makanan sehari-hari sehingga tidak memenuhi
Angka Kecukupan Gizi (AKG). Berdasarkan
hal tersebut diketahui bahwa jumlah KEP
adalah sebesar 486 atau 12,01 % dan memiliki
skor 1. Artinya adalah prevelensi KEP < 20 %.
Indikator sektor ekonomi menunjukkan bahwa
jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten
Bojonegoro adalah 18.242 dan jumlah Kepala
Keluarga yang miskin adalah 7.485 atau
41,03% dan memiliki skor 4. Artinya bahwa
jumlah prosentase keluarga miskin berkisar
antara 40 % - 49,99%. Skoring dari ketiga
indikator (pertanian, kesehatan dan sosial
ekonomi) tersebut dijumlah menunjukkan total
skor gabungan adalah 6. Artinya adalah hasil
analisis SKPG di Kecamatan Balen
menunjukkan kondisi waspada dari kerawanan
pangan dan gizi, sehingga memiliki warna
kuning dalam peta ketahanan pangan.
Kecamatan Malo untuk indikator sektor
pertanian dihitung dengan indikator Produksi
Setara  Beras  (PSB). Indikator ini
diperhitungkan dari dukungan penerimaan sub
sektor pangan (padi dan non padi) yang
disetarakan dengan Produksi Setara Beras
(PSB) dalam memenuhi keperluan pangan
pokok. Kemudian dihitung jumlah ketersedia-
an pangan pokok PSB (beras dan non beras)
yang merupakan penjumlahan semua keterse-
diaan pangan baik dari beras dan non beras
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yang ada di wilayah (desa/kecamatan) yang
diamati. Berdasarkan hal tersebut diketahui
bahwa jumlah PSB atau Produksi Setara
Beras adalah 8.385,59 dan memiliki skor 1.
Artinya adalah rasio ketersediaan produksi
dibandingkan kebutuhan beras adalah meng-
alami surplus yaitu > 1,14. Indikator sektor
kesehatan dihitung dengan prevelensi KEP
(Kurang Energi Protein). KEP adalah keadaan
kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya
konsumsi energi dan protein dalam makanan
sehari-hari sehingga tidak memenuhi Angka
Kecukupan Gizi (AKG). Berdasarkan hal
tersebut diketahui bahwa jumlah KEP adalah
sebesar 205 atau 8,51 % dan memiliki skor 1.
Artinya adalah prevelensi KEP < 20 %.
Indikator sektor ekonomi menunjukkan bahwa
jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Bojone-
goro adalah 8.384 dan jumlah Kepala Keluar-
ga yang miskin adalah 3.966 atau 47,30% dan
memiliki skor 4. Artinya bahwa jumlah
prosentase keluarga miskin berkisar antara 40
% - 49,99%. Skoring dari ketiga indikator
(pertanian, kesehatan dan sosial ekonomi)
tersebut dijumlah menunjukkan total skor
gabungan adalah 6. Artinya adalah hasil
analisis SKPG di Kecamatan Balen menunjuk-
kan kondisi waspada dari kerawanan pangan
dan gizi, sehingga memiliki warna kuning
dalam peta ketahanan pangan, sedangkan
warna merah menunjukkan kondisi rawan
pangan.

Usaha-usaha yang telah  Ditempuh
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam
Meningkatkan Ketahanan Pangan di
Tingkat Wilayah

Ketahanan pangan rumah tangga petani
di Kabupaten Bojonegoro akan ditingkatkan
agar peta ketahanan pangan berwarna hijau
semua. Salah satu cara yang dilakukan oleh
pemerintah adalah merencanakan pembangun-
an lumbung pangan di setiap desa dan kelu-
rahan. Lumbung pangan di Kabupaten Bojo-
negoro baru ada satu di Kecamatan Malo.

Selain lumbung pangan, program lain
dalam meningkatkan ketahanan pangan di
tingkat wilayah yang ditempuh oleh Pemerin-
tah Daerah Kabupaten Bojonegoro adalah:
1). Membentuk desa mandiri pangan

Program desa mandiri pangan ini telah
dimulai sejak tahun 2006 sampai sekarang ini
dimana sudah terdapat 8 desa di wilayah
Bojonegoro yang mendapat program tersebut.
Kriteria desa yang mendapat program ini salah
satunya adalah bahwa di desa tersebut terdapat
minimal 30 persen kepala keluarga (KK) dari
total KK tergolong miskin. Dalam desa man-
diri pangan, kegiatan yang dilaksanakan ada-
lah menggerakkan 3 aspek ketahanan pangan
yaitu akses terhadap pangan, penyediaan dan
konsumsi pangan agar terjamin dan terpenuhi
di tingkat rumah tangga dan wilayah tersebut.
Program lainnya adalah membentuk kelompok
afinitas-afinitas dengan memberikan modal
untuk meningkatkan daya beli rumah tangga
miskin.

2). Diversifikasi pangan

Dalam diversifikasi pangan, program
yang dilakukan melalui Program Percepatan
Penganekaragaman Pangan (P2KP) melalui
optimalisasi pemanfaatan pekarangan. Diha-
rapkan dari program ini dapat memenuhi kebu-
tuhan pangan rumah tangga. Selain itu, prog-
ram lain yang dilaksanakan adalah memberi-
kan bantuan alat penepung untuk umbi-umbian
sebagai diversifikasi pangan pokok selain
beras.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemetaan kondisi kerawanan pangan di
tingkat wilayah/daerah rawan banjir menun-
jukkan bahwa dari 28 kecamatan di Kabupaten
Bojonegoro hanya sebanyak 9 kecamatan yang
berwarna kuning, sedangkan 19 kecamatan
lainnya berwarna hijau. Sebanyak 9 kecamatan
yang memiliki peta ketahanan pangan berwar-
na kuning menunjukkan bahwa daerah tersebut
kurang baik kondisi ketahanan pangannya.
Dari 19 kecamatan yang merupakan gambaran
secara umum dari Kabupaten Bojonegoro me-
nunjukkan bahwa kondisi ketahanan pangan
daerah tersebut adalah baik.

Ketahanan pangan di tingkat wilayah
Kabupaten Bojonegoro ditempuh dengan akan
didirikannya lumbung pangan di seluruh desa,
pembentukan desa mandiri pangan dan prog-
ram P2KP (Program Percepatan Penganekara-
gaman Pangan).
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Meningkatkan kondisi ketahanan pangan
di tingkat kecamatan yang berwarna kuning
menjadi hijau di sembilan kecamatan dengan
cara : 1) menurunkan jumlah kepala keluarga
miskin, hal ini dapat ditempuh dengan mencari
penghasilan tambahan di luar pertanian pada
waktu terjadi banjir, 2) mendirikan lumbung
pangan di tingkat desa sebagai antisipasi jika
terjadi banjir. Partisipasi masyarakat desa khu-
susnya petani di desa tersebut dalam pengisian
dan kegiatan lumbung desa, 3) pembentukan
desa mandiri pangan dimana masyarakat di
desa tersebut dapat memenuhi kebutuhan
pangannya sendiri. Pemberdayaan masyarakat
dalam program desa mandiri pangan perlu
untuk ditingkatkan mengingat sekarang ini
ketergantungan pangan pokok beras sangat
tinggi di tingkat rumah tangga.
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